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ABSTRAK 

 

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

pihak-pihak yang berwenang yang berkepentingan, baik pemerintah 

maupun swasta yang bertujuan untuk mewejudkan cita-cita yang 

tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai 

tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan 

program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program 

yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang 

ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.  Peran 

Bappeda  mempunyai fungsi penyelenggaraan penelitian 

pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka pengembangan 

pembangunan secara umum pelaksanaan kerja sama penelitian dan 

perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi 

dan lembaga baik pemerintah maupun swasta. Pembangunan 

infrastruktur merupakan suatu pembangunan nasional. Pembangunan 

nasional memiliki tujuan untuk menjadikan rakyat Indonesia menjadi 

rakyat yang maju dan sejahtera yang tertuang dalam Undang- Undang 

nomor 23 tahun 2014 tentang RKPJ tentang pemerintah daerah yaitu 

merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat racangan kerangka 

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja 

dan pendanaan untuk jangka waktu 1( satu) tahun yang disusun denga 

berpedoman yang disusun dengan pedoman. adalah satu kesatuan tata 

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana 

pembangunan dalam jangka panjang jangka menengah dan tahunan 

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dipusat dan 

daerah dengan melibatkan masyarakat. Rancangan Kerja Pemerintah 

Daerah atau di sebut dengan (RKPD) sebagai dokumen perencanaan 

tahunan yang bertujuan merancang kerangka ekonomi daerah, 

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan 

pendanaanya, baik yang dilaksankan langsung oleh pemerintah daerah 

maupun yang ditempuh dengan keikutsertaan masyrakat untuk 

kesejahteraan rakyat. Yang  bertujuan di dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) ini terbentuk lah suartu rencana  tingkat 

satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang  melalui forum 

Musyawarah Perencaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). Selama 

tiga tahun belakangan terhitung sejak tahun 2018,2019,2020 

pembangunan infrastruktur daerah di kab.  Lampung Utara terhambat 

oleh bebrapa faktor yang belum jelas diketahui. tidak sedikit pedesaan 

yang ada di Kab.Lampung Utara masih belum memiliki sarana jalan 

yang baik. 
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Penelitian ini Mencoba Menganalisis Peran Dinas Bappeda 

Bagian Perencanaan Kab. Lampung Utara Dalam Penyusun 

Rencacana Kerja Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan 

Pembangunan infrastruktur  Berdasarkan Tinjauan Fiqih Siyasah 

Rumusan masalahnya adalah penelitiaan ini, Bagaimana Peranan 

Dinas Bappeda Dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah daerah? 

Dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap  implementasi 

peranan Bappeda dalam penyusuna rencanan kerja pemerintah daerah 

mewujudkan pembangunan infrastruktur ? Metode PenelitianYang 

Digunakan Dalam Penelitian ini Deskriptif Analisis yaitu Dengan 

Cara Menganalisis data Yang Diteliti yang Dilakukan Dilapangan 

Aatau Respomden. Teknik Pengumpulan Data Yang digunakan 

Berupa Buku, Dokumen, Peraturan Undang-Undang , Wawancara. 

 

Kata kunci: Pembangunan, Bappeda, ekonomi 
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MOTTO 

 

                                   

 

Artinya: Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka 

apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja 

keras (untuk urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 

berharap. (Q.S Asy-Syarh 6-8) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memahami judul skripsi ini, penulisan akan 

terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang 

terkandung dalam judul skripsi ini adapun judul skripsi ini 

adalah “Tinjaun Fiqih Siyasah Implementasi Peran 

Bappeda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Mewujudkan Pembangunan Infrastruktu (Studi 

Bappeda Kabupaten Lampung Utara)”. adapun hal-hal 

penting yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai 

berikut: 

1. Tinjauan adalah hasil peninjau padangan pendapat 

(sesudah menyelidiki, mepelajari dan sebagainya
1
. 

2. Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum yang 

menbicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan 

bagi manusia itu sendiri 
2
 

3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah 

Rencana Kerja Pemerintah  Daerah dokumen 

perencanaan tahunan sebagai implementasi dari 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJM memuat rancangan kerangka ekonomi 

daerah , prioritas pembangunan daerah, rencana kerja 

yang terukur dan pendanaannya.
3
 

                                                           
1 Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Edisi  Kedua(Jakarta:Balai Pustaka, 1991),h 105  
2Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, ( Jakarta 

: 1 Prenadamedia Group, 2014), h 4. 
3Online Tersedia di: https://www.pengadaanbarang.co.id  

https://www.pengadaanbarang.co.id/
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4. Pembangunan adalah proses cara perbuatan membangun, 

suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir agar dapat 

menjadi proses yang dapat bergerak maju. Yang menurut 

mohammad ali merupakan setiap upaya yang dikerjakan 

secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang 

memiliki tujuan utama untuk memperbaiki taraf hidup, 

kesejahteraan dan kualitas manusia.
4
.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulisan 

untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Secara objektif 

Pembangunan saat ini sangat penting dengan adanya 

pembangunan yang maju dan baik maka daerah tersebut 

akan menciptakan kesejahtraan bagi masyarakat 

pembangunan infrastruktur jalan merupakan faktor yang 

sangat penting di dalam suatu negara. Serta dalam 

perencanaan pembangunan perlunya dibentuk Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang  memiliki tujuan 

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Konsistensi program dan kegitan yang 

tertuang dalam rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) menjadi dasar penyusunan dan 

pembahasan yang disepakati kepala daerah bersama 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  

Namun ada beberapa permasalahan dalam 

pelaksanaannya seperti hambatan eksternal, waktu dan 

                                                           
4Tim Redaksi, Kumpulan Lengkap UU Ormas dan Yayasan, (Yogyakarta: 

Laksana, 2017, 97 
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sumber daya, kebijakan yang tidak di dasarkan pada 

landasan pemikiran (teoritis) yang kuat tentang hubungan 

sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang akan dicapai, 

lembaga pelaksana jarang yang mandiri, jarang ada 

kesepakatan yang umum di antara para aktor tentang 

tujuan kebijakan dan cara mencapainnya, jarang ada satu 

kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang 

sempurna. Dilihat dari permasalahan ini lah menjadi 

alasan untuk penulis meneliti  tentang permasalahan ini. 

2. Secara subjektif  

a. Pembahasan ini memiliki relevan dengan disiplin ilmu 

yang di tekuni oleh penulis yaitu jurusan Hukum Tata 

Negara (Siyasah Syar‟iyah)  fakultas syariah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

b. Belum ada yang membahas pokok permasalahan 

Tijauan Fiqih Siyasah Implementas Dalam Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Mewujudkan 

Pembangunan Infrastruktur (Studi Bappeda Kabupaten 

Lampung Utara)  

 

C. Latar Belakang Masalah  

Implemtasi adalh tindakan –tindakan yang dilakukan 

oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik 

pemerintah maupun swasta yang bertujaun  untuk 

mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. 

Implentasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang 

dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program 

yang telah disusun demi tercapai tujuan dari program yang 

telah direncanakan, karena dasarnya, setiap rencana yang 

ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. 

Peran Bappeda melaksanakan tugas analisi dan perumusan 
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kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistic, 

tematik dan integrative, spasial dalam penyusunan dokumen 

perencanaan pembangunan serta penyelenggaraan penelitian 

dan pengembangan potensi daerah. 

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu 

pembangunan nasional.Pembangunan nasional memiliki 

tujuan untuk menjadikan rakyat Indonesia menjadi rakyat 

yang maju dan sejahtera yang tertuang dalam Undang- 

Undang nomor 23 tahun 2014  tentang  pemerintahan daerah 

yaitu merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat 

rancangan kerangkan ekonomi daerah, serta rancangan kerja 

dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (tahun) yang disusun 

dengan pedoman pada rencana kerja pemerintah daerah 

adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan 

untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka 

panjang jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan 

oleh unsur penyelenggara pemerintah dipusat dan daerah 

dengan melibatkan masyarakat. Dengan pembangunan 

infrastruktur daerah seperti pedesaan tentunya dapat 

mendorong  negara Indonesia memiliki sumber daya manusia 

yang lebih maju. Rancangan Kerja Pemerintah Daerah atau di 

sebut dengan (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan 

yang bertujuan merancang kerangka ekonomi daerah, 

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur 

dan pendanaanya, baik yang dilaksankan langsung oleh 

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan 

keikutsertaan masyrakat untuk kesejahteraan rakyat. 
5
Yang 

dimana di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

ini terbentuk lah suartu rencana  tingkat satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang  melalui forum Musyawarah 

                                                           
5Online tersedia di: http://infopublik.id/read/152420/rkpd-mempunyai-

fungsi-strategis-dalam-penyelenggaraan-pemda.html 

http://infopublik.id/read/152420/rkpd-mempunyai-fungsi-strategis-dalam-penyelenggaraan-pemda.html
http://infopublik.id/read/152420/rkpd-mempunyai-fungsi-strategis-dalam-penyelenggaraan-pemda.html
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Perencaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). Selama tiga 

tahun belakangan terhitung sejak tahun 2018,2019,2020 

pembangunan infrastruktur daerah di kab. Lampung Utara 

terhambat oleh bebrapa faktor yang belum jelas 

diketahui.Tidak sedikit pedesaan yang ada di kab.Lampung 

Utara masih belum memiliki sarana jalan yang baik, seperti 

masih banyak nya jalanan pedesaan yang belum  teraspal 

masih dengan kondisi jalan tanah merah sehingga pada saat 

diguyur hujan akan menjadi licin dan membahayakan warga 

desa yang melintas.  

Kurangnya perhatian dari pemerintah terhadp daerah-

daerah terpencil di Indonesia salah satunya daerah-daerah 

pedesaan yang ada di Lampung Utara membuat masyarakat 

belum bisa hidup dengan layak dan sejahtera. Padahal 

pengembangan pembangunan di suatu daerah sangatlah 

penting untuk mendorong sumber daya manusia yang 

sejahtera.. Dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti 

salah satunya  jalan lintas pedesaaan yang baik, membuat  

perjalanan lintas antar desa dan kota jadi lebih mudah 

dijangkau pemutaran sumber daya ekonomi dapat berjalan 

dengan lancar dan semestinya, serta dengan pembangunan 

infrastruktur daerah yang  dapat berkembang dengan baik 

dapat membuat negara Indonesia menjadi negara yang Maju 

dengan mansyarakat yang sejahtera.  Kesejahteraan 

masyarakat menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah 

Negara dan sudah jelas tertuang dalam  Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014, yang dimana  dijelaskan bahwa 

pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia 

serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa. 
6
 

                                                           
6Online tersedia di: https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa
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Pentingnya peran pemerintah di suatu Negara untuk 

menyejahterakan seluruh rakyat Indonesian dengan berbagi 

macam hal yang diamana salah satunya, Negara memiliki 

peran penting dalam proses menuju rakyat Indonesia yang 

sejahtera. Yang tertuang dalam Undang-Undang dasar 1945 

pada alinea keempat “ Kemudian dari pada itu untuk 

membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Dalam islam pembangunan harus dilakukan dan 

diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segalah 

kententuannya. adapun pelaku pembangunan adalah manusia.  

Manusia sebagai hamba allah,  juga sekaligus khalifatullah fil 

ardh (wakil  Allah  dimuka bumi). Kedua tugas ini akan 

berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada jlan yang 

dipilihnya. Pilihan diatas jalan tersebut mempengaruhi arah 

dari pembangunan. Allah telah mendirikan dua potensi pada 

diri manusia dalam menentukan arah kehidupan, yaitu 

potensi pada diri manusia dalam menetukan arah kehidupan, 

yaitu potensi kebaikan (al-taqwa) dan potensi keburukan (al-

fujur). (QS, 91:8-10).
7
 

Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat  di 

daerah-daerah pedesaan pada  kabupaten Lampung Utara  

yang belum hidup dengan sejahtera dikarenakan 

terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana desa yang 

belum sepenuhnya memadai, seperti jalan pedesaan yang 

masih belum di aspal, dan sebagainya.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penyusun 

tertarik untuk mengangkat permasalahan sebagai objek 

                                                           
7Online tersedia di: https://aceh.tribunnews.com/2016/11/04/pembangunan-

dalam-perspektif-islam 

https://aceh.tribunnews.com/2016/11/04/pembangunan-dalam-perspektif-islam
https://aceh.tribunnews.com/2016/11/04/pembangunan-dalam-perspektif-islam
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penelitian dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul 

“Tinjauan Fiqih Siyasah Implementasi Peran Bappeda 

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Dearah 

Mewujudkan Pembangunan Infrastruktu (Studi Bappeda 

Kabupaten Lampung Utara)” 

 

D. Fokus penelitan  

Bedasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang 

dalam  Tinjaun Fiqih Siyasah Implementasi Peran Bappeda 

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Mewujudkan Pembangunan Infrastriktur (Studi Bappeda  

Kabupaten  Lampung Utara) 

 

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, 

penulisan menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Dinas Bappeda Dalam Menyusun 

Rencana Kerja Pemerintah daerah? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implemtasi 

peran Bappeda dalam penyusuna rencana kerja pemerintah 

daerah mewujudkan pembangunan infrastruktur? 

 

F. Tujuan penelitian 

1. Tujuan Penelitan  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka 

dapat diketahhui bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai 

beerikut: 

a. Untuk  mengetahui  Penyusunan Rencana  kerja 

pemerintah daerah pada  Kabupaten Lampung Utara 
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b. Untuk mengetahui bagaiman Tijauan Fiqih Siyasah 

Peran Bappeda Dalam Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Mewujudkan Pembangunan 

Infrastruktur tersebut 

2. Kegunaan Penelitian  

Hal yang terpenting dari sebuah penelitian adalah 

kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah 

terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan dan 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini sebagai upayah untuk memberikan 

pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat 

memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat 

muslim serta para sarjana hukum Siyasah Syar‟iyyah 

khususnya tentang ketatanegaran.  

b. Secara Praktis Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu 

syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh 

gelar sarjana hukum (S.H) dengan ilmu Syariah di 

Falkultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. 

 

G. Signifikasi Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain: 

1. Signifikasih secara teoris, hasil penelitian diharapkan 

dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, baik yang 

terlibat dalam sistem pengelolahan, serta mampu 

memberikan pemahaman sesuai hukum islam. 

2. Signifikasih secara praktik, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai pedoman hukum, supaya tidak terjadi 

penyimpanngan-penyimpangan atas peraturan yang 

berlaku didalam hukum islam yang berkenaan dengan 
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kemaslahatan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat 

berguna bagi masyarakat untuk lebih teliti, khususnya 

falkultas  syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada 

kondisi yang alamiah (natural setting). 
8
Alasan penelitian 

ini mengkaji kegiatan ketatanegaran , dimana melakukan 

penelitian  Untuk mengetahui rancangan kerja pemerintah  

daerah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur 

pada  Kabupaten Lampung Utara sesuai atau tidak dengan 

ketentuan prinsip tinjauan fiqih siyasah, sehingga 

melahirkan analisis dimana akan muncul suatu temuan 

yang terfokus pada sistem pembangunan infrastruktur 

yang sesuai dengan tinjaun fiqih siyasah. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan 

(field Research) yang pada hakikatnya merupakan metode 

untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa 

yang tejadi dimasyarakat. Jadi mengadakan penelitian 

mengenai beberapa masalah actual yang kini tengah 

berekecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala 

maupun proses sosial
9
. dalam hal ini akan mengamati 

penyusunan rencana kerja  pemerintah daerah 

mewujudkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten 

Lampung Utara. 

                                                           
8Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D,(Bandung: 

Alfabeta 2012). h.8. 
9Koentjaningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat,(Jakarta: Gramedia, 

1986). h.5. 
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Selain lapangan, penelitian ini juga menggunakan 

penelitian kepustakaan (Library Research) sebagai 

pendukung dalam melakukan penelitian, dengan 

menggunakan bergabai literatur yang ada di perpustakaan 

yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti. 

2. Sifat Penelitian  

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif 

yaitu mendeskrispsikan dan melukiskan secara sistem 

fakta atau karakteristik populasi tertentu secara actual dan 

cermnat
10

. Penelitian yang menulis gagasan ditunjuk untuk 

melukiskan melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek 

penelitian yang teliti, selanjutnya menganalisis penelitian 

tersebut dengan menggunakan tinjauan fiqih siayasah yang 

terfokus pada sistem pemyusunan rencana pemerintah 

dalam mewujudkan pembanggunan infrastruktur  

Kabupaten  Lampung Utara. 

3. Sumber data  

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri 

dari data primer dan data sekunder,  yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer  

Merupakan data yang diperoleh langsung dari 

responden atau objek yang diteliti. Adapun sumber dari 

primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan 

aparatur pemerintahan di dinas bidang Bappeda bagian 

perencanaan Kab. Lampung Utara 

b. Data Sekunder 

Bahan data yang berisikan tentang informasi yang 

menjelaskan dan membahas tentang data primer. Dalam 

                                                           
10Susiadi AS, Metodologi Penelitian. (Bandar Lampung: Pusat Penelitian 

dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). 

h.23 



 
 

 
 

11 

hal ini diperoleh dari hasil bacaan yang relevan dengan 

pokok permasalahan yang penulis teliti seperti Al-

Qur‟an dan Hadist, buku-buku, dokumen, dan artikel 

yang ada yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Kabit perncanan dan kasibagian perencanaan 

Kabupaten Lampung Utara.
11

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang 

paling penting dalam penelitian,  karna tujuan penelitian 

adalah mengumpulkan data. Maka untuk teknik 

pengumpulan data diperlukan beberapa metode antara 

lain. Data primer dapat diperoleh dengan beberapa metode 

yaitu: 

1. Wawancara  

Proses memperoleh penjelasan, pembuktian. Dan untuk 

mengumpulkan informasi secara mendalam tentang 

tema yang diangkat penulis dengan menggunakan cara 

tanya jawab biasa sambil bertatap muka dengan orang - 

orang yang di bidangperencanaan yang saya wawancara 

kabit perencanaan dan kasi bagian perencanaan dan 

beberapa masyarakat yang saya wawancara. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari data 

mengenai hal atau variabel yang dapat dijadikan 

sebagai informasi untuk melengkapi data-data penulis, 

baik data primer maupun data sekunder sebagai 

sumber data yang di dapat di  manfaatkan untuk 

menguji dan manafsirkan.  

 

                                                           
11Suharsimi Arikunto, Op,Cit, h.115 
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5. Metode Pengelolahan  Data 

Pengelolahan data adalah suatu proses dalam 

memperoleh data ringkasan dengan menggukana cara-

cara atau rumusan tertentu. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian diolah, pengelolahan data pada 

umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (Editing), yaitu pengecekan atau 

pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena 

kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak 

logis dan meragukan.  

b. Rekontruksi data (Rencontructing), yaitu menyusun 

ulang data secara teratur berurutan dan sistematis. 

c. Sistematis data (sistematizing), yaitu menepatkan 

data menurut kerangka sistematika bahan 

berdasarkan urutan masalah. 

6. Analisis Data 

Analisi data adalah proses dan menyususun secara 

sistematis yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam unit-unit melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

paling penting dan yang akan dipelajari serta membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. Analisis data yang memperoleh 

dilakukan dengan cara analisi kualitatif yaitu digunakan 

untuk aspek normatif (yuridis) melalui metode yang 

bersifat analisis yaitu menguraikan gambaran dari data 

yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain 

untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil 

analisis tersebut diketahui serta di peroleh kesimpulan 

indukatif, yaitu cara berfikir dalam mengambil 
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kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-

fakta bersifat khusus. 

  

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab 

yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, 

namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan 

melengkapi.  

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis 

besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam 

konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi 

diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di 

dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, 

dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan 

penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi 

skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka 

dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara 

teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap 

seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak 

terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula 

berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam 

tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap 

apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi 

jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik 

pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya 

kemudian tampak dalam sistematika penulisan dan dalam bab 

pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara 

keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan 

padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab 

keempat, dan bab kelima. 
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Bab kedua berisi kajian teori tentang fiqih siyasah 

meliputi pengertian fiqih siyasah, kedudukan fiqih siyasah 

dalam hukum islam, pandangan fiqih siyasah terhadap peran 

Bappeda dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 

mewujudkan pembangunan infrastruktur, dasar hukum 

Pemerintahan Daerah, dan kewenangan Pemerintah Daerah. 

Bab ketiga berisi laporan hasil penelitian tentang 

gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi gambaran 

objek penelitian, gambaran singkat Dinas Bappeda Lampung 

Utara, tugas dan fungsi Dinas Bappeda Lampung Utara, visi 

dan misi, penyusunan rencana kerja pemerintah dareah 

mewujudkan pembangunan infrastruktur  Kabupaten 

Lampung Utara dan dilanjutkan tentang praktik peran Dinas 

Bappeda dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 

mewujudkan Pembangunan Infrastruktur. 

Bab keempat analisis data yang berisi tentang peranan 

Dinas Bapedda dalam Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur 

Kabupaten Lampung Utara dan Tinjauan Fiqih Siyasa 

Implementasi Peran Bappeda Dalam Penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Mewujudkan Pembangunan 

Infrastruktur 

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan 

dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap 

permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

Pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam proses 

perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lampung 

Utara adalah melakukan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan tingkat Kelurahan, Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, dan yang terakhir Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

adalah sebagai penetapan.  

Dengan demikin Tinjauan Fiqh Siyasah dalam 

Mewujudkan Pelaksanaan fungsi perencanan dengan teori 

pembangunan daerah di BAPPEDA Kabupaten Lampung 

Utara sehingga berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh 

siyasah namun tetap mengedepankan nilai-nilai Islam karena 

berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aturan 

pemerintah daerah  BAPPEDA Kabupaten Lampung Utara 

telah menjalankan sehingga berdasarkan perannya sesuai 

dengan Keputusan peran dan fungsinya Presiden No. 27 

Tahun 1980. tersebut dilihat dari peran BAPPEDA 

Kabupaten Lampung Utara dalam BAPPEDA juga 

disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

tahun 2017 yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahap ke dua 

(2017- 2022). Namun berdasarkan hasil penelitian melalui 

wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum 

berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari 
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pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal 

penyusunanRencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena 

penyusunan anggaran daerah bergantung kepada dana dari 

pusat. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah 

diuraikan diatas demi mencapai pelaksanaan fungsi Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam 

perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara 

yang lebih baik, penulis ingin memberikan rekomendasi yang 

mungkin berguna dalam rangka meningkatkan prestasi kerja 

pegawai diantaranya sebagai berikut :  

Diharapkan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebaiknya 

lebih memperhatikan aspirasi-aspirasi publik, agar 

masyarakat lebih mempercayai semua keputusan yang 

dihasilkan oleh pemerintah tanpa hanya sekedar menjalankan 

kegiatan administratif dan seremonial dari kegiatan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, demi 

tercapainya pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta 

tepat sasaran. 

Untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu, 

terarah serta tepat sasaran, BAPPEDA Kabupaten Lampung 

Utara supaya meningkatkan koordinasi dengan dinas dan 

instansi vertikal di daerah melalui planning, monitoring dan 

evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan. 
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